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1.1 Latar Belakang

Sebagai negara kesatuan, Indonesia memiliki beragam keunikan dan
kekhasan yang dimiliki oleh masing-masing daerahnya. Keunikan dan kekhasan
ini di beberapa daerah direspon oleh pemerintah untuk dibuat suatu kebijakan,
baik itu dalam bentuk program ‘maupun-peraturan; yang-gunanya di samping
untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat juga untuk melestarikan
budaya dan kearifan lokal daerah di Indonesia. Kebijakan publik merupakan
pilihan yang dipilih oleh pemerintah guna memenuhi kepentingan masyarakat.
Salah satu definisi kebijakan yang terkenal, yaitu yang dikemukakan oleh Dye,
mengatakan bahwa kebijakan merupakan “whatever governments choose to do or

not to do’.

Secara umum kebijakan publik disusun dengan tujuan untuk
mengatur kehidupan bersama?, dan untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan
sebuah kegiatan menerjemahkan isi kebijakan kedalam sebuah tindakan-tindakan
nyata yang disebut-dengan implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan sebuah kegiatan yang dijalankan oleh
pelaksana kebijakan untuk mewujudkan tujuan yang tertuang dalam isi kebijakan.
Setiap kebijakan harus dikawal proses implementasinya, karena banyak kebijakan

yang baik dalam segi konteksnya namun gagal dalam memberikan dampak. Untuk

itu studi mengenai implementasi kebijakan juga dimaksudkan untuk memahami
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fenomena implementasi kebijakan publik seperti mengapa suatu kebijakan publik
gagal diimplementasikan di suatu daerah, mengapa suatu kebijakan publik yang
sama-sama dirumuskan oleh pemerintah memiliki tingkat keberhasilan yang
berbeda-beda ketika diimplementasikan oleh pemerintah daerah, mengapa suatu
jenis kebijakan lebih mudah dibandingkan dengan jenis kebijakan lain, dan
mengapa perbedaan kelompok sasaran kebijakan mempengaruhi keberhasilan
implementasi suatu kebijakan®,

Menjawab pertanyaéh tersvebut, beberapa ahli mengidentifikasi variabel
variabel yang diduga mempengaruhi kinerja dari suatu kebijakan publik. Salah
satunya yaitu VVan meter dan Van Horn yang mengatakan bahwa implementasi
kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik
secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai
tujuan®. Menurut Van meter dan'Van Horn terdapat enam variabel bebas yang
saling berkaitan sekaligus menghubungkan antara kebijakan dengan prestasi kerja
yaitu 1) Standar dan tujuan kebijakan, 2) sumber daya, 3) Karakteristik agen
pelaksana, 4) sikap atau kecenderungan (Disposition) para pelaksana, 5)
komunikasi antar organisasi-dan aktivitas pelaksana; dan 6) lingkungan ekonomi,
sosial, dan politik. Model implementasi ini merupakan suatu upaya untuk
menyederhanakan realitas impelementasi kebijakan yang rumit menjadi lebih

sederhana yaitu sebagai hubungan sebab akibat antara keberhasilan implementasi
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dengan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi keberhasilan implementasi
tersebut.

Perlu diingat bahwa kebijakan publik adalah sebuah pilihan politik dari
berbagai pilihan yang ada sehingga keberadaannya tentu tidak bisa memuaskan
semua orang. Tidak sedikit kebijakan publik yang sudah berhasil ditetapkan atau
dirumuskan namun tidak dapat dilaksanakan atau tidak seindah dengan apa yang
telah dirumuskan sehingga banyak ditemui kebijakan yang gagal (Policy
Failure)®. Begitupun dehgéh implvementasi kebijakan, dalam pelaksanaannya, naif
jika para pelaksana kebijakan mengharapkan akan mampu memuaskan apa yang
menjadi harapan seluruh masyarakat, tentu ada sejumlah pihak yang kurang atau
bahkan tidak terakomodasi kepentingan dan aspirasinya. Untuk menjawab
permasalahan dan menjawab 'aspirasi masyarakat, pemerintah mengeluarkan
sebuah kebijakan dalam bentuk program atau kegiatan. Mulai dari program yang
berfokus pada pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan serta
pembangunan desa.

Sekarang ini di Indonesia banyak program pemerintah yang mengarah
kepada percepatan pembangunan pedesaan. Hal- ini juga dipelopori oleh
diberlakukannya Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
Undang-undang Desa lahir dalam rangka mewujudkan semangat desentralisasi
yang menjadi angin segar bagi pemerintah daerah karena dengan begitu

pemerintah daerah dapat mengeluarkan sebuah kebijakan untuk melaksanakan
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pembangunan dengan memanfaatkan keunggulan dan potensi daerah yang
dimiliki daerah tersebut.

Berbicara mengenai pembangunan dengan memanfaatkan keunggulan dan
potensi daerah, Provinsi Sumatera Barat juga melakukan pembangunan dengan
memanfaatkan potensi lokal yang dimilikinya. Potensi lokal yang dimaksud yaitu
terdapat aktor non formal yang memiliki peran cukup signifikan dalam membantu
pemerintah untuk melaksanakan pembangunan daerah yaitu perantau. Perantau
merupakan masyarakat PrbVinsi Sumatera Barat yang bertempat tinggal, mencari
penghidupan atau menuntut ilmu di luar daerah asalnya. Menurut Naim, merantau
merupakan tipe khusus dari migrasi suku minangkabau (suku yang ada di
Sumatera Barat) yang tidak mudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia
maupun bahasa Inggris, tujuan dari merantau sering dikaitkan dengan tiga hal,
yaitu mencari ilmu, mencari pekefjaan atau pangkat dan mencari harta®.

Terdapat dua makna yang akan timbul jika suatu daerah memiliki banyak
perantau, makna pertama yaitu jika masyarakat di suatu daerah banyak yang pergi
merantau berarti semakin berkurangnya tenaga-tenaga potensial untuk melakukan
kegiatan-kegiatan pembangunan, kedua yaitu dengan’ adanya masyarakat yang
pergi merantau merupakan sebuah potensi yang berujung pada keikutsertaan

untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Hal ini pun terjadi di Sumatera Barat,
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mengalirnya tenaga-tenaga muda ke daerah lain tidaklah dianggap sebagai
hilangnya potensi, melainkan hal tersebut dapat memperkaya daerah’.

Perantau masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang lebih dikenal dengan
sebutan perantau minang ini dapat kita temukan hampir di seluruh daerah di
Indonesia, bahkan juga terdapat di Luar Negeri. Tidak hanya terkenal dengan
jumlah perantau nya yang banyak, namun perantau Minangkabau ini juga dikenal
dengan sumbangsihnya dalam membantu pembangunan daerah. Beberapa
penelitian juga telah fne.mbuktivkan kontribusi perantau Minangkabau dalam
membantu pembangunan desa seperti yang dilakukan oleh Emita dkk (2013),
Putri (2018), Putri (2019), Syamsurizaldi dkk (2020), Sari (2020), Yoliandri
(2020). Hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwa perantau membantu
pemerintah nagari, sebutan desa di Sumatera Barat, dalam melaksanakan
pembangunan nagari, seperti \/membangun Masjid, Rehabilitasi kantor Wali
Nagari, membangun fasilitas kesehatan, serta juga memberikan bantuan berupa
beasiswa untuk masyarakat nagari nya.

Melihat besarnya potensi perantau untuk membantu pembangunan serta
disokong dengan semangat-Undang Undang No 6-Tahun 2014 Tentang Desa,
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merespon hal tersebut dengan membentuk
Biro yang khusus menangani urusan rantau di bawah Biro Kerjasama,
Pembangunan dan Rantau, Biro ini memiliki tupoksi sebagai fasilitator untuk
menjalin silaturahmi dan mengikutsertakan para perantau ke dalam perumusan

kebijakan. Pembentukan biro ini juga didasari atas asumsi bahwa perantau
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Minangkabau selama ini berjalan sendiri-sendiri. Tidak ada suatu badan atau
suatu kebijakan yang memayungi partisipasi yang akan diberikan oleh perantau
kepada nagari nya masing-masing. Sehingga banyak bantuan yang diberikan oleh
perantau yang tidak tepat sasaran. Untuk itu Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
melalui Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau mengeluarkan sebuah
kebijakan sebuah program vyaitu Program Nagari/Desa/Kelurahan Binaan
Kerjasama Rantau.

Program yang dibéhtuk bada Tahun 2017 ini mengarahkan kepada
pemberdayaan masyarakat, yaitu perantau, dalam membantu mengembangkan
pariwisata dan produk unggulan daerah. Dengan melibatkan perantau diharapkan
akan membantu percepatan pembangunan di Sumatera Barat, karena perantau
dianggap memiliki kelebihan baik dari segi materi, pendidikan, serta jaringan. hal
ini pun juga menggambarkan bahwa dalam proses implementasi kebijakan
diperlukan adanya peran serta dari masyarakat. Karena tidak mungkin sebuah
kebijakan hanya dilaksanakan oleh pemerintah tanpa melibatkan masyarakat yang
paling mengetahui kebutuhan dan keadaan di lapangan®. Hal inilah yang menjadi
alasan peneliti memilih' Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau sebagai fokus
penelitian karena mengangkat tema pengelolaan potensi lokal yang dimiliki
Sumatera Barat yaitu perantau, dimana semangat perantau dalam membantu
pemerintah daerah dalam pembangunan desa yang tidak dimiliki oleh daerah lain

di Indonesia.
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Program ini mengedepankan kepada menjalin hubungan baik antara Ranah
dan Rantau, sebuah istilah untuk menggambarkan hubungan antara perantau
dengan kampung halamannya, sehingga perantau yang biasanya berperan dalam
membantu pembangunan nagarinya dengan sistem “naik dijalan” dapat bergeser
menjadi “naik sedari awal” yaitu berperan sedari dimulainya perencanaan
pembangunan. Dengan adanya program ini juga diharapkan Ranah dan Rantau
dapat bersama-sama mengidentifikasipotensi yang dimiliki nagarinya masing-
masing. Sehingga setiap' négari divSumatera Barat dapat memiliki sebuah identitas
atau ciri khas untuk selalu diingat baik bagi masyarakat Sumatera Barat maupun
untuk orang luar yang hendak berkunjung ke Sumatera Barat.

Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau memiliki sebuah Roadmap yang
menjadi acuan dalam menjalankan Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau

yang dapat dilihat pada Gambar 1.1



Gambar 1.1
Roadmap Pengembangan Kawasan Pariwisata dan Produk Unggulan Di Nagari/Desa/Keluarahan Binaan Kerjasama Rantau
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Sumber: Arsip Biro Kerjasama, Pembanguna dan Rantau, 2019



Pada Roadmap tersebut dapat dilihat bahwa terdapat 2 (dua) hal yang
menjadi fokus dalam program ini yaitu pengembangan kawasan wisata dan
produk unggulan. Dalam Pelaksanaan Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau
terdapat beberapa stakeholder yang terlibat yaitu Ranah, Rantau, Pemerintah dan
Partnership atau disingkat dengan R2P2. Pada awal program ini, Biro Kerjasama,
Pembangunan dan Rantau melakukan sosialisasi ke Kabupaten/Kota se-Sumatera
Barat untuk memberitahukan —mengenai - keberadaan Biro Kerjasama,
Pembangunan dan Rantéu. dan Prvogram Nagari Binaan Kerjasama Rantau. Dalam
sosialisasi ini, Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau meminta
Kabupaten/Kota untuk memilih 7 perwakilan nagari untuk mengikuti workshop
penetapan nagari binaan kerjasama rantau dengan beberapa kriteria yang telah
ditetapkan oleh Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau .

Pada workshop yang diadakan pada Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten
dan Nagari diminta untuk memilih 1 dari 7 nagari yang datang untuk dijadikan
Nagari Binaan Kerjasama Rantau dan di SK-kan oleh masing-masing
Bupati/Walikota se-Sumatera Barat. Hal ini karna, Provinsi tidak memiliki
wewenang untuk menunjuk-langsung nagari mana yang akan dijadikan Pilot
Project. Setelah itu, Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau menetapkan 19
Nagari/Desa/Kelurahan Binaan Kerjasama Rantau yang ditetapkan dalam
Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 400-144-2018 yang dapat dilihat

pada Tabel 1.1.



Tabel 1. 1 Daftar 19 Nagari/Desa/Kelurahan Binaan Kerjasama Rantau dan

Potensi yang dimiliki

Kabupaten/Kota

Nagari/Desa/Kelurahan

Potensi yang dimiliki

Kab. Tanah Datar

Nagari Sungayang

Pariwisata
Industri
Kerajinan
Industri
Makanan Ringan

Kab. Lima Puluh Kota

Nagari Sungai Kamuyang

Pariwisata
Kuliner

Kab. Dharmasraya

Nagari IV Koto Pulau Punjung

Pariwisata
kuliner

Kab. Agam

Nagari Lawang

Pariwisata
Kuliner

Kab. Pasaman

Nagari-Ganggo Mudiak

Pariwisata
Kuliner

Kab. Padang Pariaman

Nagari Il Aur Malintang Selatan

Pariwisata
Pembibitan
kelapa dan
jagung

Kab. Pesisir Selatan

Nagari Kambang Barat

Pariwisata

Kab. Pasaman Barat

Nagari Aur Kuning

Pariwisata
Industri
makanan ringan

Kab. Solok

Nagari Sulit Air

Pariwisata
Kuliner
Home Industri

10.

Kab. Sijunjung

Nagari Lubuk Tarok

Pariwisata

11.

Kab. Solok Selatan

Nagari Sangir Kunyit Barat

Pariwisata
Kuliner

12.

Kab. kepulauan Mentawai

Desa Tua Pejat

Pariwisata
Industri
Kerajinan

13.

Kota Padang

Kel. Batang Arau

Pariwisata
Kuliner

14.

Kota Bukittinggi

Kel. Aur Kuning

Pariwisata
Kuliner

15.

Kota Solok

Kel. Tanah Garam

Pariwisata

16.

Kota Payakumbuh

Kel. Sungai Durian

Pariwisata
Kuliner
Kampung
Rendang

17.

Kota Sawahlunto

Desa Silungkang Tigo

Pariwisata
Kuliner
Industri
Kerajinan

18.

Kota Pariaman

Desa Kurai Taji

Pariwisata
Perdagangan

19.

Kota Padang Panjang

Kel. Ekor Lubuk

Pariwisata
Sosial Budaya

Sumber: Keputusan Gubernur Sumatera Barat No 400-144-2018, 2018




Pemilihan Nagari/Desa/Kelurahan berdasarkan tiga kriteria yaitu potensi
yang dapat dikembangkan terutama pada segi ekonomi, organisasi perantau yang
eksis, dan potensi yang akan dikembangkan masuk kedalam prioritas daerah yang
bertujuan agar mudah dalam mendapatkan anggaran. Dalam kenyataan di
lapangan, tidak semua nagari yang memiliki ketiga kriteria yang telah ditetapkan,
sehingga program ini ada yang berhasil, ada yang sedang berjalan dan juga ada
yang mengalami keadaan stagnan. Hal-ini seperti yang disampaikan oleh Kabag
Rantau dalam wawancara fhengatékan 3

“Kenyataan yang terjadi di lapangan ternyata tidak semua nagari
memiliki ketiga kriteria yang telah kami tetapkan, sehingga program
nagari binaan rantau ini ada yang berhasil, setengah berjalan, dan ada

yang stagnan.” (Wawancara dengan Hilma, Kepala Bagian Rantau.
Pada tanggal 18 Maret 2021”.

Tahapan berikutnya setelah menunjuk perwakilan nagari untuk menjadi
pilot project, Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau mengadakan Bimtek
(Bimbingan Teknis) dengan mengundang narasumber dari Akademisi untuk
membantu nagari dalam menyusun Rencana Aksi yang dapat dilihat pada Gambar
1.2. Setelah dokumen perencanaan selesai dibuat maka tahapan selanjutnya yaitu
melaksanakan pembangunan kawasan wisata dan produk unggulan sesuai dengan
yang telah dibuat di dalam dokumen perencanaan. Tahapan ini melibatkan ranah,
rantau, pemerintah serta pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa dalam bentuk bantuan
yang diberikan oleh perusahaan yang berada di kawasan tersebut. Ketika kawasan
wisata dan produk unggulan telah selesai dibangun, maka peran perantau sangat
diharapkan untuk mempromosikan dengan memanfaatkan jejaring dan akses yang

mereka miliki.



Gambar 1. 2 Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana AKksi Di
Nagari/Desa/Kelurahan Binaan Kerjasama Rantau Provinsi Sumatera Barat
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Sumber: Doumentasi Peneli, 2019

Dalam pelaksanaannya,‘ Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau
memiliki dua kegiatan yaitu ')ﬁej:netapan nagari binaan kerjasama rantau dan
pembinaan nagari binaan kerjasén%a rantau. Dalam hal penetapan, Biro Kerjasama
Pembangunan dan Rantau tidak mengalami kesulitan dan telah menetapkan 19
Nagari/Desa/Kelurahan  yang - menjadi  perwakilan dari masing-masing
Kabupaten/Kota * di Sumatera_llBar_at‘, namun, pada tahapqn_ pembinaan Biro
mengalami beberapa pér;nasalahan yaitu seperti tidak vsémua Kabupaten/Kota di
Sumatera Barat yang memiliki struktur khusus yang menangani urusan rantau
sehingga Provinsi memberikan wewenang sepenuhnya kepada pihak Kabupaten
untuk memilih OPD mana yang akan menangani Program Nagari Binaan
Kerjsama Rantau di level kabupaten. Dengan tidak tersedianya struktur khusus

yang menangani Program Nagari Binaan Kerjsama Rantau di level kabupaten

berdampak pada kelancaran koordinasi dan komunikasi dalam melaksanakan



program ini dilapangan. Selain itu, seperti yang telah disebutkan sebelumnya
bahwa dalam menjalankan program ini, Biro Kerjasama, Pembangunan dan
Rantau melibatkan banyak stakeholder mulai dari level Provinsi, Kabupaten dan
Nagari. Hal ini pun membuat alur koordinasi menjadi berjenjang yang dapat
dilihat pada Gambar 1.3.

Gambar 1. 3 Jenjang Koordinasi Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau
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Sumber: Olahan Peneliti, 2021

Pada Gambar 1.3 dapat dilihat bahwa stakeholder yang terlibat dalam
Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau berjenjang mulai dari Provinsi,

Kabupaten, Nagari dan juga Perantau. Hal ini pun menjadi salah satu keunikan



dari Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau karena dalam pelaksanaannya
melibatkan setiap level dari pemerintahan daerah di Sumatera Barat namun yang
memiliki wewenang untuk mengevaluasi dan memonitoring program ini tetap di
pegang oleh Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau selaku regulator dalam
Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau. Sedangkan stakeholder di tingkat
kabupaten, nagari dan juga perantau berperan sebagai target sasaran sekaligus
menjadi pelaksana Program Nagari Binaan kerjasama Rantau. Hal ini juga
disebabkan karena Biro Kérjasarﬁa Pembangunan dan Rantau, yang berada di
bawah Sekretariat Daerah, merupakan OPD yang memiliki tupoksi sebagai
fasilitator dan Koordinator sehingga dalam pelaksanaannya Biro tidak memiliki
wewenang untuk langsung melaksanakan program ini di nagari melainkan harus
melibatkan pemerintah kabupaten dan pemerintah nagari selaku pihak yang
memiliki wewenang untuk melaksanakan Program Nagari Binaan Kerjasama
Rantau di wilayahnya.

Pada Gambar 1.3 juga dapat dilihat bahwa alur koordinasi Program Nagari
Binaan Kerjasama Rantau berjenjang, kondisi seperti ini dapat menyebabkan
terjadinya distorsi komunikasi yang akan membuat tingkat kepahaman tujuan
kebijakan dari masing-masing stakeholder akan berbeda. Hal yang sama juga
ditemukan dalam buku Purwanto dkk (2015) dan penelitian yang dilakukan oleh
Wongkar dkk (2019), yang mengatakan bahwa penyampaian maksud dan tujuan
kebijakan melalui birokrasi yang berlapis menjadi penyebab munculnya hambatan
komunikasi sehingga pemahaman masing-masing dari stakeholder mengenai

tujuan kebijakan menjadi berbeda.



Hal ini pun juga menjadi perhatian para ahli administrasi publik dalam
mengelola implementasi kebijakan, yaitu bagaimana mengurangi distorsi
komunikasi tentang makna suatu kebijakan dari unit pimpinan organisasi yang
menduduki hirarki tertinggi sampai dengan para pelaksana yang langsung
berhubungan dengan kelompok sasaran pada level paling bawah®. Keterlibatan
banyak stakeholder dalam implementasi Program Nagari Binaan Kerjasama
Rantau ini juga menjadi alasan peneliti-menggunakan teori Van Meter dan Van
Horn sebagai pisau anéliéis kareha sesuai dengan karakteristik teori Van Meter
dan Van Horn yang melihat kinerja kebijakan sebagai hasil dari keterlibatan
banyak aktor.

Kesalahpahaman makna kebijakan antar stakeholder juga terjadi pada
pelaksanaan Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau. Tujuan program ini
adalah menjadi fasilitator antara nagari dengan perantau dan pihak ketiga lainnya
dalam mengembangkan potensi yang dimiliki nagari tersebut. Dalam hal
pendanaan, program ini tidak memberikan anggaran secara khusus kepada setiap
nagari, namun pengembangan potensi nagari akan direkomendasikan sesuai
dengan arah kebijakan yang dimiliki Kabupaten/Kota sehingga dapat
memudahkan dalam mendapatkan anggaran. Namun yang terjadi di Nagari
Sungayang, stakeholder memaknai bahwa program ini memiliki anggaran khusus
yang diberikan oleh provinsi kepada setiap nagari/desa/kelurahan binaan. Hal ini
disampaikan oleh Sekretaris Nagari Sungayang dalam wawancara mengatakan

bahwa:

% Purwanto, Erwan Agus., Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2015. Implementasi Kebijakan Publik:
Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media.



“Dalam program ini kan setiap nagari di beri PR untuk membuat
Master Plan, dan untuk membuat master plan membutuhkan biaya
sampai dengan 75 Juta. Kami dari Nagari agak kesulitan untuk
mengeluarkan uang sebanyak itu. Kami berharap adanya anggaran
dari provinsi untuk membantu dalam membuat Master Plan nagari
ini.” (Wawancara dengan Yudi, Sekretaris Nagari Sungayang. Pada
tanggal 20 Januari 2021).

Berdasarkan kejadian tersebut Peneliti berasumsi bahwa terjadi
kesalahpahaman antar stakeholder dalam memaknai tujuan program nagari binaan
kerjasama rantau ini. Dibuktikan dengan adanya nagari yang masih beranggapan
bahwa terdapat dana Khusus yahg diberikan oleh provinsi untuk menjalankan
Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau. Yang mana menurut VVan meter dan
Van Horn, standar dan tujuan kebijakan menguraikan tujuan dari kebijakan secara
keseluruhan®®. Sehingga dengan konsistennya para aktor tiap tingkatan dalam
memahami standar dan tujuan maka kebijakan atau program akan tepat sasaran.

Selain itu, kesalahpahaman' juga terjadi di Kabupaten Solok Selatan yang
menyebutkan bahwa terjadi tumpang tindih tupoksi antara kabupaten dengan
pokdarwis setempat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kasi Kerjasama

Nagari/Desa dan Rantau Dinsos PMD/N Kabupaten Solok Selatan menyatakan,

“..kami terkadang masih bingung mengenai tupoksi dari masing-
masing stakeholder yang terlibat, misalnya pokdarwis dengan dinas
pariwisata. Tupoksi dalam program ini masih belum jelas pokdarwis
sisi mana, dan dinas pariwisata sisi mananya” (Wawancara dengan,
Theresa, Kasi Kerjasama Nagari/Desa dan Rantau Dinsos PMD/N
Kabupaten Solok Selatan, Pada tanggal 18 Februari 2021).

Data di atas mengindikasikan bahwa komunikasi yang terjadi antara Biro

Kerjasama, Pembangunan dan Rantau dengan Pemerintah Kabupaten dan

19\/an Meter, D.S and Van Horn, CE. 1975. The Policy Implementation Process: A
Conceptual Framework. SAGE



Pemerintah Nagari masih belum berjalan dengan baik karena adanya perbedaan
pemahaman terkait tujuan dari program ini. Hal yang sama juga terjadi pada
penelitian yang dilakukan oleh Kadim (2015) dan Londah dkk (2018) yang
menemukan bahwa suatu kebijakan atau program dapat terhambat proses
implementasinya karena komunikasi yang tidak efektif sehingga menyebabkan
kesalahpahaman mengenai kebijakan yang sedang berlangsung.

Hal yang berbeda peneliti temukan di Kabupaten Dharmasraya, sebagai
daerah transmigran, Kébljpaten tharmasraya tidak banyak memiliki perantau
melainkan menjadi daerah perantauan orang-orang dari luar daerah Sumatera
Barat. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Kabid Sosbud Bappeda Kabupaten

Dharmasraya yang mengatakan bahwa :

“...kabupaten Dharmasraya’ merupakan daerah transmigran sehingga
masyarakat kita itu heterogen. Tidak hanya suku minangkabau saja
yang ada di dharmasraya, ada suku bugis, suku jawa, suku mandailing,
dan suku suku lainnya akibat adanya transmigrasi”’. (Wawancara
dengan Silaturahmi, Kabid Sosbud Bappeda Kabupaten Dharmasraya,
pada tanggal 08 maret 2021).

Jenis masyarakat Kabupaten Dharmasraya yang heterogen ini ternyata
sedikit banyaknya ‘berdampak-pada implementasi :Program Nagari Binaan
Kerjasama Rantau, karena perantau Kabupaten Dharmasraya yang masih sedikit
dan ikatan perantaunya tidak sebesar daerah lain membuat Program Nagari
Binaan Kerjasama Rantau di Dharmasraya tidak seberhasil di daerah lain. Hal ini
seperti yang diungkapkan oleh Kabid Sosbud Bappeda dalam wawancara
mengatakan

“..karena dharmasraya masyarakatnya kan heterogen, terus juga
ikatan perantau kita yang masih sedikit dan tidak sebesar daerah-



daerah lainnya membuat program ini tidak seberhasil di daerah
tetangga, misalnya solok selatan yang terdekat dengan kami ya.”
(Wawancara dengan Silaturahmi, Kabid Sosbud Bappeda, pada
tanggal 08 maret 2021).

Berbeda dengan yang terjadi di Kabupaten Solok Selatan yang mendapat
dukungan dari perantau Kabupaten Solok Selatan yang tergabung dalam
IKAMAS sehingga membuat pengembangan kawasan Wisata Goa Batu Kapal
(GBK) menjadi meningkat. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti berasumsi
bahwa kinerja Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau juga dipengaruhi oleh
keadaan sosial suatu daerah sehingga setiap daerah memiliki hasil yang berbeda-
beda. Hal ini juga dikenal dalam teori yang dikemukakan oleh VVan Meter dan Van
Horn sebagai faktor eksternal.

Faktor eksternal menurut VVan Meter dan VVan Horn juga ikut mempengaruhi
jalannya suatu program seperti' faktor ekonomi, sosial dan politik'*. Dalam
penelitian yang dilakukan Ulfa (2018) juga menyatakan bahwa faktor sosial, yaitu
partisipasi masyarakat, berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi Program
Administrasi Terpadu Manajemen Pasung (Atm-Pasung) Di Kecamatan Buduran
Kabupaten Sidoarjo. Di beberapa nagari binaan, kerjasama rantau, faktor sosial
juga mempengaruhi implementasi Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau.
Seperti yang terjadi pada Nagari Sulit Air yang sampai saat ini masih mengalami
kesulitan dalam hal pembebasan tanah untuk pengembangan kawasan wisata
Gunung Merah Putih. Hal lain juga terjadi di Nagari Lubuk Tarok yang kurang
mendapat dukungan dari masyarakat nagarinya untuk melaksanakan Program

Nagari Binaan Kerjasama Rantau di Nagari Lubuk Tarok.

1 Ulfa, A. T. (2018). Implementasi Program Administrasi Terpadu Manajemen Pasung (Atm-
Pasung) Di Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo. Publika, 6(3).



Selain itu, keadaan dunia sekarang ini yang sedang mengalami pandemi
Covid-19 menyebabkan terjadinya kondisi darurat di setiap aspek kehidupan. Hal
ini juga berdampak pada Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau di beberapa
kabupaten mengalami keadaan stagnan seperti di Kabupaten Tanah Datar,
Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Solok dan
Kabupaten Sijunjung. Keadaan ini disebabkan karena terdapat refocusing
anggaran untuk penanggulangan covid-19.

Berdasarkan fenor'ne.na empiris yang telah disebutkan diatas, peneliti tertarik
untuk melakukan penelitian yang mendalam terkait implementasi Program Nagari
Binaan Kerjasama Rantau. Hal ini dikarenakan program ini mengangkat potensi
lokalitas yang dimiliki daerah Sumatera Barat untuk membantu percepatan
pembangunan daerah. Serta dengan adanya penelitian ini diharapkan akan
memberikan alternative untuk mengambil keputusan dalam melanjutkan Program

Nagari Binaan kerjasama rantau oleh Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka pertanyaan
penelitian yang muncul adalah Bagaimana Implementasi Program Nagari Binaan
Kerjasama Rantau Oleh Biro Kerjasama, Pembangunan Dan Rantau Di Provinsi

Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis
Implementasi Program Nagari Binaan Kerjasama Rantau Oleh Biro Kerjasama,

Pembangunan Dan Rantau Di Provinsi Sumatera Barat



1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan khazanah
ilmu Administrasi Publik terutama dalam bidang Implementasi Kebijakan Publik.
Pada dasarnya penelitian ini merupakan wujud aplikasi dari ilmu pengetahuan

yang diperoleh dari perkuliahanpada konsentrasi;Kebijakan Publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan,
pertimbangan dan acuan bagi Biro Kerjasama, Pembangunan dan Rantau untuk
menentukan alternative atau |pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah

keputusan.



